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ABSTRACT 
Colongan is a tradition of Using Banyuwangi, namely the tradition of escaping women 
and then brought to the house of men who intend to marry her. The marriage tradition is 
carried out if the guardian of the woman does not condone the intention of women and men to 
carry out the marriage. This research was carried out with the intention of clarifying the 
tradition of Colongan thetribe Using in Banyuwangi Perspective Urf. This study focuses on how 
the mechanism oftradition Colongan Using the tribal community with a view of the Banyuwangi 
police to the perpetrators of this tradition by using a qualitative juridical-sociological research 
approach and the type of field research (Field Research). This research produces conclusions 
from the object, this tradition is al-'Urf al-'amali, in terms of scope, this tradition is included in 
al-'urf al-khas, in terms of its validity in syara 'tradition oftradition Colongan including to in Al-
'urf al-s ahih because of something that is known to humans even though it is against shara'. 
Based on the opinion of scholars, this tradition is included in'urf which can be used as a source 
of law. Banyuwangi police's consideration of the perpetrators of thetradition Colongan should 
prioritize the human factor. 
Keywords : Traditional Marriage, Colongan Tradition, Urf 
ABSTRAK 
Colongan merupakan tradisi suku Using Banyuwangi yaitu tradisi melarikan perempuan 
kemudian dibawa kerumah laki-laki yang bermaksud menikahinya. Dilakukannya Tradisi 
perkawinan ini  jika wali dari perempuan tidak merestui niat perempuan dan laki-laki untuk 
melangsungkan perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud memperjelas tradisi 
Colongan suku Using di Banyuwangi Perspektif Urf. Penelitian ini berfokus pada bagaimana 
mekanisme tradisi Colongan masyarakat suku Using dengan pandangan kepolisisan kota 
Banyuwangi terhadap pelaku Tradisi ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
yuridis-sosiologis dan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini menghasilkan 
kesimpulan dilohat dari objeknya, tradisi ini merupakan al-‘Urf al-‘amali, dari segi cakupannya, 
tradisi ini termasuk dalam al-‘urf al-khas, dari segi keabsahannya dalam syara’ tradisi Tradisi 
Colongan termasuk ke dalam Al-‘urf al-sahih karena sesuatu yang telah diketahui oleh manusia 
meski bertentangan dengan syara’. Berdasarkan pendapat ulama’, tradisi ini termasuk dalam‘urf 
yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Pertimbangan kepolisian Banyuwangi terhadap 
pelaku tradisi Colongan seyogyanya lebih mengutamakan faktor manusia.  
Kata Kunci : Perkawinan Adat, Tradisi Colongan, Urf 
 
PENDAHULUAN 
 Tradisi Colongan adalah tradisi di sebuah Desa dengan mekanisme membawa lari 
perempuan ke rumah laki-laki yang bermaksud untuk menikahinya. Kasus ini sudah 
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sering terjadi didaerah tersebut dan berdasarkan pengamatan yang ada diperaturan 
pemerintah kasus ini termasuk tindak kejahatan (penculikan) dan sudah seharusnya 
selaku pihak keamanan yang ditugaskan oleh negara yakni polisi, harus memiliki tindak 
lanjut untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan dapat menegakkan hukum. 
 Masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi ini adalah masyarakat 
Suku Using, bahkan penduduk yang asli bersuku Using masih tetap menjaga tradisi 
untuk menggunakan bahasa jawa kuno. meminang adalah langkah awal untuk 
memulai sebuah hubungan sebelum menempuh jenjang yang lebih serius, karena pada 
dasarnya allah telah mewajibkan kepada setiap kaum adam dan hawa untuk saling 
mengenal,.1 
 Dalam ajaran agama Islam menjelaskan bahwa dalam hal meminang seorang 
gadis, islam memberikan uraian-uraian terkait ketetapan-ketetapan diantara yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan untuk melakukan peminangan. Ketetapan-ketetapan 
tersebut2, adalah: Hukum dalam melamar seorang gadis yang sudah dilamar oleh laki-
laki adalah haram. Melamar adalah salah satu langkah yang dilakukan sebelum menuju 
kejenjang yang lebih serius dengan dilakukannya langkah ini dapat mengenali sifat, 
perilaku, dan karakter sehingga setelah mereka menikah dapat memiliki sikap toleransi 
ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, terciptanya sebuah keluarga yang yang 
harmonis dapat tercapai. 
 Menurut pendapat para ulama’ mengatakan bahwa dalam Islam. Peminangan 
disyari’atkan bagi orang yang hendak ingin menikahi seorang gadis. Allah SWT. 
berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235, yaitu: 
 َسِ نلٱ َِةبْطِخ ْنِم ِۦِهب مُتْضَّرَع اَمِيف ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلََو  ا ِء ْمُكَّنَأ ُ َّللَّٱ َمِلَع ۚ ْمُكِسُفنَأ  ىِف ْمُتنَنْكَأ َْوأ 
 َدْقُع ۟اوُمِزَْعت َلََو ۚ اافوُرْع َّم الَْوَق ۟اُولوُقَت َنأ  
َِّلَإ اًّرِس َّنُهوُدِعاَُوت َّلَ نِك ََٰلَو َّنَُهنوُرُكْذَتَس َٰىَّتَح ِحاَكِ نلٱ َة
  وُمَلْعٱَو ۚ ُۥَهلََجأ ُب ََِٰتكْلٱ َغُلَْبي ۟ا  ٌميِلَح ٌروُفَغ َ َّللَّٱ َّنَأ ۟ا وُمَلْعٱَو ۚ ُهوُرَذْحٱَف ْمُكِسُفنَأ  ىِف اَم ُمَلَْعي َ َّللَّٱ َّن
َأ 
Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu 
dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.3 
Menurut pendapat imam al-Ghazali hukum mengkhitbah adalah sunnah, namun 
Imam al-Nawawi menegaskan bahwa menurut pendapat dari Madzhab Syafi’iyah 
 
1Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke-1, 2006), 462. 
2Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 
1999), 41-42, dan juga ada dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum, volume 3, 930. 
3Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 
Penerbit Diponegoro, 2005), 38. 
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menjelaskan bahwa hukum mengkhitbah adalah mubah. Ada 2 cara dalam 
menyampaikan sebuah khitbah yaitu secara jelas (syari’ah) dan secara sindiran 
(kinayah). 
Menurut hukum adat, pernikahan4 adalah ikatan suci yang dibalut dengan cinta 
kasih antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun sebuah 
rumah tangga yang harmonis harus dilaksanakan secara adat istiadat dengan mengikut 
sertakan dua pihak keluarga, saudara ataupun kerabat yang merupakan bagian dari 
acara pernikahan menjadi salah satu hal yang sangat berarti sehingga sepenuhnya 
mendapat perhatian dan dapat diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua keluarga 
dari kedua mempelai. 
KEPOLISIAN DAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN  
Dalam Bab I pasal 1 butir 2 KUHP tentang penjelasan penyedikan yaitu:5 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan 
bukti-bukti adanya sebuah tindak kejahatan namun tindakan tersebut belum jelas dan 
belum dapat diketahui siapa yang menjadi pelaku tindak kejahatan tersebut. Adanya 
tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.6 menurut Pasal 1 
butir ke-1 KUHAP, penyidik adalah seorang pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.7 
Adapun tugas dan wewenang tersebut yang Pertama, menerima laporan dari 
masyarakat tentang adanya tindak pidana; Kedua, mencari keterangan dan barang 
bukti; Ketiga, memberi perintah untuk pemberhentian seorang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;  
 
KONSEP ‘URF 
Ahli Ushul Fiqh mendefinisikan ‘Urf secara terminologi berbeda-beda. Salah 
satunya diungkapkan oleh Al-Burnu yaitu Urf adalah; 
 
4Soerojo Wignjodipuro, 1995. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 
55. 
5 Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang   
Nomor 8   Tahun 1981., Lembaran   Negara Republik   Indonesia   Nomor   76   tahun1981, 
Pasal 1 butir 2. 
6Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang: Bayumedia 
Publishing, April 2005), 380-381 
7Hartono, 2010. Judul: Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum 
Progresif). Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 7 
AL-‘ADALAH: 
Jurnal Syariah dan Hukum Islam 
e-ISSN: 2503-1473 
Vol. 5, No. 1, Juni 2020, 63-78 
 
 66 
.ِناَسْحِلإا َنِم ُفْوُرْعَمْلا8 
Artinya: “sesuatu yang dinilai /diketahui bagus.” 
Urf/adat menurut pendapat madzhab Imam Al-Gazali merupakan sesuatu yang 
telah menjadi kebiasaan yang dipatenkan didalam jiwa, dan dapat diterima oleh akal 
pikiran manusia. Antara 'Urf dan adat menurut Al-Gazali memiliki sebuah persamaan 
dalam arti (kata yang muradif/sinonim). hukum urf/ adat yang sah bagi mujtahid, 
wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan hukumanya.9 
Dengan Demikian bagi seorang hakim wajib hukumnya untuk lebih memperhatikan 
'urf/ adat yang baik sebagai rujukan dalam mengambil keputusannya. 
Kategori ‘Urf oleh ulama Ushul al-fiqh dibagi menjadi tiga yaitu : 
1. Segi sasaran  
2. Segi Cakupan lingkupnya ‘Urf  terbagi menjadi dua macam, yaitu al-’Urf al-
‘amm (suatu kebiasaan yang bersifat umum) dan al-’Urf al-khas (dan kebiasaan 
yang bersifat khusus). Segi Objek yaitu ‘Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu 
al-’Urf al-lafzi (kebiasaan yang berupa perkataan) dan al-’Urf al-‘amali 
(kebiasaan yang berupa perbuatan). 
3. Segi Keabsahan  ‘Urf terbagi menjadi dua, yaitu al-’Urf al-sahih (kebiasaan yang 
dianggap sah) dan al-’Urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak). 
 
Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kasus ini adalah menggunakan 
metode penelitian kualitatif,10 metode penelitian ini adalah sebuah penelitian yang 
mengkaji tentang sebuah ketentuan hukum yang terjadi pada. Metode ini 
menggunakan teori ‘Urf untuk meneliti tradisi Colongan yang terjadi di suku Using di 
Banyuwangi. Selain itu dalam proses penelitian ini juga dapat menggunakan teori 
Hukum Progresif untuk menganalisa pandangan Kepolisian Resort Kota Banyuwangi 
terhadap tradisi tersebut.  
Pada penelitian ini juga dilakukan sebuah tes sah atau tidaknya data yang 
digunakan dengan menggunakan cara trianggulasi, yang dimaksud dalam metode ini 
adalah peneliti yang memberikan pembenaran kepada sebuah jawaban dari responden 
 
8Muhammad Sidqi al-Burnu, al-Wajiz fi Idah Qawa’id al-Fiqhiyah al-Kulliyah, (Riyad: Maktabah 
al-Tawbah, 1998), 216. 
9 Nurul Mahmudah, “Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo” 5, no. 2 (2018), 8. 
10Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 3. 
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di lain waktu dan pada kondisi yang berbeda dalam peneliti ini juga memberikan 
pembenaran kepada para responden lain. 
Pihak kepolisian yang ada di Kota Banyuwangi merupakan salah satu peraturan 
Pemerintahan yang memberikan layanan keamanan 24 jam bagi Masyarakat. Polres 
kota Banyuwangi merupakan suatu struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di 
daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut 
"Kepolisian Resort Kota" (Polresta). 
 
KONSEP TRADISI COLONGAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU USING 
BANYUWANGI. 
Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan apabila pihak keluarga dari 
perempuan tidak merestuinya yaitu dengan cara membawa lari perempuan dari tempat 
tinggal untuk dibawa kerumah laki-laki untuk dinikahinya. Terkait cara dari sebuah 
tradisi ini adalah yaitu Seorang lelaki yang ingin melakukan tradisi ini diperbolehkan 
membawa lari perempuan jika perempuan sukarela atau tanpa paksaan. Sepasang 
kekasih yang mengetahui jika hubungannya tidak direstui oleh orang tua dari pihak 
perempuan lebih memilih untuk melakukan tradisi Colongan. Setelah mereka 
memutuskan untuk tradisi ini, mereka lalu bertanya pada tetua adat yang ada didesa 
itu mengenai waktu yang cocok untuk melakukan tradisi.”11 Sesudah pihak perempuan 
berada di rumah laki-laki, dari pihak keluarga, kerabat dan saudara laki-laki wajib 
menugaskan dua orang colok dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam. Colok pada 
tradisi Colongan adalah seseorang yang diberikan tugas untuk memberitahukan pada 
orang tua perempuan bahwa anaknya pada saat itu berkediaman rumah lelaki. Colok 
dapat berupa tetangga ataupun saudara atau kerabat dari pihak lelaki. 
Dengan adanya pemberitahuan dari pihak laki-laki. Pihak dari keluarga 
perempuan dapat memahami bahwa anaknya sudah dibawa pergi kerumah laki-laki 
yang dia sukai setelah itu seorang Colok lekas pulang dari kediaman perempuan 
sesudah meberitahukan hal penting tersebut supaya tidak terjadi ada masalah di 
antara colok dan orang tua perempuan. Meminang seorang gadis yang dilakukan 
dengan melakukan tradisi Colongan tidak mungkin ditolak oleh orang tua perempuan, 
karena pada dasarnya masyarakat yang berkediaman disuku Using beranggapan 
bahwa menentang hubungan anaknya merupakan suatu perbuatan buruk yang harus 
 
11 Suwandi, Wawancara, 20 Januari 2017. 
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ditutupi. Maka dari itu, pihak laki-laki yang menculik seorang gadis pasti sudah bisa 
melakukan pernikahan dengan perempuan yang dia bawa lari kerumahnya. 
Selain itu dasar Hukum yang melandasi tradisi Colongan ini menurut pendapat 
para tetua adat adalah berasal dari cerita masyarakat suku Using pada zaman dahulu. 
Mengenai keputusan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Kota Banyuwangi kepada 
Pelaku yang melakukan Tradisi ini. Petugas kepolisian daerah setempat memberikan 
penjelasan “akan tetapi pada umumnya masalah seperti ini dapat ditindak lanjuti 
apabila ada seseorang melaporan mengenai masalah penculikan anak. Setelah itu 
kasus ini baru bisa diselesaikan dengan ketentuan yang sudah berlaku sejak lama. 
Dalam proses menyelesaikan kasus terhadap tradisi Colongan yang berada tidak jauh 
dari kepolisian Banyuwangi. Pada umumnya sebuah tindak pidana dalam artian 
penculikan anak, proses penyelesaiannya tergantung pada jenis tindak pidana yang 
terjadi. Berdasarkan proses penyelesaian kasus diatas terdapat dua macam tindak 
kejahatan yaitu diantaranya tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Untuk tindak 
pidana biasa kasus ini dapat diselesaikan tanpa kesepakan dari pihak korban. 
PEMBAHASAN 
Pada umumnya Suku Using didaerah Banyuwangi seluruh masyarakatnya 
menganut agama Islam dan berpegang teguh pada kitab suci Al-Qur’an dan Hadis 
sebagai landasan hukum yang haqiqi, namun pada saat ini masyarakat masih 
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan budaya Jawa, kegiatan ini berkaitan 
dengan unsur kebudayaan hindu, Masyarakat setempat masih melestarikan 
kepercayaan yang mengarah pada kebudayaan hindu kuat yang sudah menjadi adat 
kebiasaan suku Using banyuwagi.  
berdasarkan penjelasan dari responden, latar belakang yang mendasari dari 
Tradisi ini pada sebuah acara pernikahan yang terdapat di Suku Using Banyuwangi 
merupakan kisah cerita orang-orang tua pada dahulu, didesa itu pada saat anak-anak 
masih dibawah umur.  
ditinjau dari segi obyek sasarannya Tradisi di desa Kemiren merupakan al-‘urf al-
‘amali, terjadi karena sebuah pernikahan menjadi tradisi yang terdiri dari perbuatan, 
yang pada umunya keyakinan tersebut dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat suku 
Using yang berada didesa Kemiren. Bagian kedua, ditinjau dari segi cakupannya Tradisi 
Colongan termasuk dalam al-‘urf al-khas, yaitu kebiasaan yang berngsung pada suatu 
AL-‘ADALAH: 
Jurnal Syariah dan Hukum Islam 
e-ISSN: 2503-1473 
Vol. 5, No. 1, Juni 2020, 63-78 
 
 69 
daerah dan masyarakat tertentu. Bagian ketiga, ditinjau dari segi keabsahannya dalam 
syara’ Tradisi Colongan termasuk ke dalam Al-‘urf al-sahih karena sesuatu yang telah 
dikenal oleh manusia dan selama tidak bertolak belakang dengan sari’at agama’. Pada 
Tradisi ini justru memberi kemudahan kepada seseorang dalam melaksanakan sunnah 
Rasul Saw. Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi: 
 .َرْسُعْلا ُمُكِب ُديُِري َلََو َرْسُيْلا ُمُكِب ُ َّاللَّ ُديُِري 
Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. ”12 
Selain itu juga dalam islam seseorang dapat menjalankan sebuah pernikahan 
dengan lawan jenisnya apabila sudah memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan, dan 
apabila hambatan dalam sebuah acara pernikahan tersebut baik hambatan yang 
bersifat abadi (at-tahrim mu’abbad) ataupun hambatan yang terjadi saat acara 
pernikahan itu bersifat sementara (at-tahrim al-mu’aqqat). Sehingga, apabila Tradisi ini 
bertolak belakang dengan nass , akan tetapi jika tradisiini sudah bisa dijalankan dan 
dilakukan secara berulang kali terjadi pada masyarakat di desa kemiren Banyuwangi 
maka tradisi ini termasuk‘urf sahih karena sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi13: 
اَذِإ  ََضراََعت   صَّنلا  ُفْرُعْلاَو اَذِإَف  َناَك   صَّنلا اًِّينْبَم ىَلَع  ِفْرُعْلا  ِةَداَعْلاَو  ُحَّجَُرت  ُةَداَعْلا  ُكَرُْتيَو 
 .  صَّنلا 
Artinya: “ketika terjadi pertentangan antara nass dengan kebiasaan maka jika 
nass terbangun atas ‘urf dan adat maka yang didahulukan adalah ‘urf dan adat 
serta meninggalkan nass . ” 
 
Dalam Islam menerima adanya keberdaan hukum adat, namun tidak semua adat 
mendapat pembenarani. Oleh sebab itu, hukum adat yang baru dapat digunakan 
sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila memenuhi beberapa 
syarat dibawah ini, antara lain: 
1. Tidak bertolak belakang dengan hukum nass, baik Alquran maupun sunnah. 
Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf sahih karena jika bertolak 
belakang dengan nass atau bertolak belakang dengan hukum yang sudah 
disyariatkan oleh agama pastinya jelas dan sudah termasuk ‘urf fasid yang tidak 
dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum. 
 
12 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya…, 44. 
13 Ali Haydar, Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), 65. 
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Tradisi ini pada sebuah acara pernikahan Suku Using Banyuwangi ini 
termaksud sebuah tradisi bagi masyarakat Suku Using Banyuwangi untuk 
menjalankan pernikahan dengan pasangan yang dicintainya walaupun dia sudah 
dijodohkan dengan orang lain dengan tata cara yang sudah dijelaskan diatas. 
Dengan artian seorang laki-laki diberikan izin untuk menjalankan pernikahan 
dengan seorang perempuan yang dicintainya walaupun perempuan tersebut 
sudah melakukan pertunangan. Pernikahan sudah terjadi seperti itu dipercaya 
oleh masyarakat Suku Using Banyuwangi sebagai hal yang wajar, karena apabila 
pernikahan tersebut tetap dijalankan maka tidak akan memberikan pengaruh 
yang buruk bagi pelaku.  
Selain itu dalam islam seseorang dapat melakukan sebuah pernikahan 
dengan lawan jenisnya apabila telah memenuhi syarat sah dan rukun 
pernikahan, serta rintangan-rintangan yang mereka hadapi pada saat pernikahan 
baik rintangan yang bersifat abadi (at-tahrim mu’abbad) ataupun rintangan yang 
terjadi pada pernikahan tersebut yang bersifat sementara (at-tahrim al-
mu’aqqat). Hingga pada kahirnya, apabila Tradisi ini bertolak belakang dengan 
nass, akan tetapi apabila tradisi ini sudah dijalankan sejak dahulu kala maka 
tradisi ini bisa dikatakan wajar dan apabila sudah dilakukan secara berulang kali 
terjadi dalam masyarakat Using di desa kemiren Banyuwangi maka tradisi ini 
sudah termasuk‘urf sahih karena sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi14:  
اَذِإ  ََضراََعت   صَّنلا  ُفْرُعْلاَو اَذِإَف  َناَك   صَّنلا اًِّينْبَم ىَلَع  ِفْرُعْلا  ِةَداَعْلاَو  ُحَّجَُرت  ُةَداَعْلا  ُكَرُْتيَو 
 .  صَّنلا 
Artinya: “ketika terjadi pertentangan antara nass dengan kebiasaan maka jika 
nass terbangun atas ‘urf dan adat maka yang didahulukan adalah ‘urf dan adat 
serta meninggalkan nass.” 
2. Muttarid dan ghalib15, artinya adalah ‘urf harus berangsung secara berkelanjutan 
apabila sudah menjadi aturan yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas 
masyarakat.  
Tradisi Colongan sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang 
diyakini oleh sebagian masyarakat Suku Using Banyuwangi dan terus dijalankan 
 
14 Ali Haydar, Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), 65. 
15 ‘Adil bin ‘Abd al-Qadir, al-‘Urf, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), 218., Mustafa Abd 
al-Rahim Abu ‘Ujaylah, al-‘Urf wa Asaruhu fi al-Tasyri’ al-Islami, 204., ‘Abd al-Karim Zaydan, al-
Wajiz fi Usul al-Fiqh., 256. 
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dengan sadar oleh akal pemikiran masyarakat sebagian besar itu sendiri, oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa Tradisi Colongan merupakan adat.  
3. ‘Urf tidak berlaku pudar16. Artinya ‘urf yang dapat digunakan sebagai dasar hukur 
dalam menetapkan hukum itu sudah berlangsung pada saat itu, bukan ‘urf yang 
datang kemudian. Hal ini berarti ‘urf harus sudah ada sebelum penetapan 
hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak dapat menjadi pertimbangan 
untuk dijadikan sebuah sandaran.  
Didesa Kemiren ada berbagai macam tradisi yang merupakan sejarah 
peninggalan yang berasal dari nenek moyang yang hingga saat ini masih dijaga 
kelestarian dan masih sering dijalankan oleh masyarakatnya seperti dalam 
masalah penikahan adalah Tradisi Colongan.  
4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai 
maslahat.17 Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan 
dengan perbuatan maksiat.  
Tradisi Colongan ini hanya berlandaskan pada sebuah alasan yang 
bersifat mitos, yaitu bagi masyarakat yang melanggar Tradisi Colongan ini akan 
mendapatkan mala petaka seperti mendapat kesialan yang terjadi secara terus 
menerus. Akan tetapi apabila ada seseorang yang manjalankan tradisi ini akan 
mendapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga 
dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa Tradisi Colongan ini dapat diterima oleh akal sehat 
masyarakat setempat.  
Berlandaskan dengan syarat diatas, apabila Tradisi Colongan sudah melengkapi 
ke empat syarat diatas. Tradisi tersebut dapat diterima secara umum dan berlangsung 
secara terus menerus disebagian besar masyarakat Suku Using Banyuwangi, dan 
sudah berlangsung sejak lama.  
Sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa Tradisi Colongan termasuk dalam 
‘urf sahih (kebiasaan yang dianggap baik), sebab walaupun bertolak belakang dengan 
hukum syara’ akantetapi tradisi ini tidak memberikan dampak buruk melainkan 
maslahah, karena sudah diakui sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat suku 
 
16 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh…, 377., ‘Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh…, 256. 
17 H. Muchlis Usman, Kaiddah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2002), 142., Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh…, 376. 
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Using Banyuwangi. Hingga adat atau kebiasaan masyarakat desa Kemiren ini termasuk 
‘urf dalam perspektif hukum Islam, jadi adat atau kebiasaan ini dapat dijadikan sebagai 
dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah hukum. 
Selain itu Hukum dari tradisi Colongan ini berlandaskan menurut tokoh adat 
adalah dari cerita suku Using zaman dahulu.18 
“Sejak zaman dahulu, perempuan-perempuan suku Using di Desa Kemiren 
senang jika dicolong, karena mereka akan merasa menjadi perawan kasep,yaitu 
perempuan yang tidak laku dan sudah lewat dari masa perkawinannya,ketika 
sudah memasuki umur 19-20 dan belum dipinang. Oleh karena itu,mereka 
pasrah dan menerima ketika dicolong oleh lelaki yang dicintai dan berkehendak 
untuk menjadi suaminya.” 
Mencuri dalam tradisi ini tidak melanggar hukum agama dan negara, karena 
dilakukan atas dasar kerelaan perempuan yang dicolong. Tradisi Colongan merupakan 
budaya yang harus dijaga kelestariannya, karena semua itumerupakan warisan leluhur 
yang sangat berharga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh responden tentang dasar 
dari dilaksakannyan tradisi ini19 
“Masyarakat Suku Using Banyuwangi mempraktekkan tradisi Colongan dengan 
mengacu kepada peristiwa yang terjadi terdahulu, yaitu sesuatu yang tidak 
diinginkan setelah melaksanakan pernikahan yang tidak ada rasa suka sama 
suka. Dengan dasar inilah masyarakat desa Kemiren melakukan praktik Tradisi 
Colongan.” 
Akan tetapi didaerah tersebut tradisi ini masih lemah dalam pengamatan secara 
hukum, banyak masyarakat yang melakukan dan melaksanakan tradisi tersebut tanpa 
mengetahui dasar hukum yang digunakan sebagai pedomannya. 
 
PANDANGAN KEPOLISIAN KOTA BANYUWANGI TERHADAP PELAKU TRADISI 
KAWIN COLONGAN. 
Pada saat melakukan Wawancara Peneliti dengan seorang responden 
bersangkutan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Kota 
Banyuwangi terhadap Pelaku Tradisi Colongan ini. Pihak kepolisian Banyuwangi 
memberikan penjelasan; 
 
18Djohadi Timbul, wawancara, 16 Desember 2016 
19Suhaimi, wawancara, 16 januari 2017 
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“Bahwa Tradisi Colongan memang sesuatu hal yang Aneh karena membawa anak 
perempuan pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun hal 
ini sebenarnya dapat diproses jika memang ada laporan tentang tindak pencurian 
anak. Selanjutnya dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku. Namun, ini tidak 
serta merta ditangkap karena kita perlu melakukan penyidikan terkait hal ini, 
apakah ini sesuai tradisi Colongan atau malah tidak ada unsur tradisi sama 
sekali.”20 
Sejauh ini pengetahuan seorang responden mengenai wilayah yang memiliki 
hukum adat tradisi Colongan ini hanya pada desa Kemiren dan kecamatan Glagah.  
“untuk wilayah adat tradisi Colongan ini hanya desa kemiren kecamatan glagah 
kabupaten Banyuwangi saja, karena hal ini telah diatur pada lembaga 
masyarakat suku Using Desa Kemiren. daerah adat atas tradisi Colongan ini 
hanya berlaku pada Desa Kemiren Khususnya dan Kecamatan Glagah yakni lokasi 
mayoritas Suku Using itu sendiri.” 
Mengenai kasus pada pelaku Colongan, responden memberi keterangan tentang hal-
hal yang berkaitan dengan penanganan kasusnya21 
“Kalau ada kasus pelaku tradisi Colongan yang dilaporkan oleh orang tua/pihak 
dari wanita ke Pihak Kepolisian Banyuwangi Pernah dilakukan hampir 5 kali, tapi 
kejadian ini terjadi di desa lain bukan di desa kemiren dan kasus ini hanya 
berlangsung di polsek daerah tempat kejadian perkara jadi penanganannya 
langsung dipolsek, kami dari pihak polres bertugas sebagai pemantau saja. “ 
 
Selajutnya pada proses penyelesaiannya, pihak responden memberikan 
penjelasannya yang cocok untuk tata cara hukum yang berlaku22 
“Kami melakukan Proses penyelesaian kasus atas tradisi Colongan yang masuk 
pada sektor Kepolisian Banyuwangi Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, 
pemrosesan perkara tergantung pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik 
sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. 
Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari 
yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya 
kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses 
perkara tersebut. Berbeda lagi dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang 
hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang 
menjadi korban tindak pidana”.  
Pada dasarnya sebuah Penolakan dalam laporan yang berhubungan dengan 
tradisi Colongan ini responden kembali menjelaskan pada penulis:23 
“Pada hakikatnya Hukum adat itu dapat mempengaruhi suatu delik. Khususnya 
jika berbicara mengenai delik biasa, dimana dengan keberadaan rentang 
keluarga ini dapat mengubah suatu delik biasa menjadi delik aduan, hal ini 
 
20Kabid Hukum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,Wawancara,17 Januari 2017 
21Kabid Hukum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,Wawancara,17 Januari 2017 
22Kabid Hukum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,Wawancara,17 Januari 2017 
23Kabid Hukum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,Wawancara,17 Januari 2017 
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berlaku bagi beberapa delik biasa saja. Kita contohkan saja kasus penculikan 
karena keluarga yang tidak terima akan hal pencurian dapat berubah menjadi 
delik aduan. Adapun Dasar Hukumnya pada yang berbunyi pasal 367 ayat (2) 
KUHP singkatnya dalam pasal itu berbunyi jika ada pengaduan yang terkena 
kejahatan mau keluargapun tetap bisa dituntut”. 
 
Hal ini tidak berbeda dengan kasus tradisi Colongan, seperti tambahan informasi 
dari informan 24 
“Tradisi Colongan ini tidak beda dengan contoh tadi. Kami kepolisian dapat 
menindaknya dengan dasar hukum yang digunakan Kepolisan Kota Banyuwangi 
berkaitan dengan tradisi Colongan ini sebagai tindak pindana Penculikan yang 
diatur pada PASAL 328 KUHP. Apapununsur-unsur yang dipersyaratkan dengan 
Ancaman hukuman maksimum 12 tahun karena membawa pergi orang dari 
tempat kediamananya atau tempat tinggalnya sementara.” 
 
Dapat penulis simpulkan bahwa pihak Kepolisian sebagai petugas keamanan 
tidak dapat memberi penolakan pada sebuah laporan, apabila membahas mengenai 
tindak pidana Aduan, menurut Nurhalim : “tindak pidana aduan ini hanya bisa 
dilakukan melalui proses hukum pidana berdasarkan persetujuan dari kesepakatan 
pihak korban. Apabila pelaporannya kemudian ditarik kembali, selama dalam jangka 
waktu tiga bulan setelah pelaporan disampaikan, maka langkah selanjutnya hukum 
akan dihentikan. Akan tetapi, sesudah melalui tiga bulan dan laporan itu tidak ditarik 
kembali atau hendak dicabut setelah melalui masa tiga bulan, proses hukum akan 
dilanjutkan. Kecuali untuk kejahatan berzinah (lihat Pasal 284 KUHP).” 
Ada beberapa hal yang menghambat Kepolisian Banyuwangi dalam mengatasi 
masalah tradisi Colongan ini menurut Penyidik Reskrim Polres Banyuwangi sebenarnya 
tidak ada, ”Kepolisian Banyuwangi dalam menangani tradisi Colongan ini karena untuk 
perkara adat sudah dibentuk lembaga adat untuk menghimpun tradisi yang 
berlangsung di masyarakat. Jadi pada hakikatnya tidak ada halangan sama sekali.” 
Selain kekuatan tradisi dalam menghalangi langkah dalam laporan korban kepada 
pihak kepolisian karena sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 
tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, maka dari itu 
kami selaku pihak kepolisian harus melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap perkara 
yang dilaporkan dan melihat prosedur pelaksanaan tradisi tersebut apa sudah sesuai 
atau tidak. 
 
24Kabid Hukum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi, Wawancara,17 Januari 2017 
AL-‘ADALAH: 
Jurnal Syariah dan Hukum Islam 
e-ISSN: 2503-1473 
Vol. 5, No. 1, Juni 2020, 63-78 
 
 75 
Pada dasarnya, kepada pihak pelaku tindak pidana aduan hanya dapat 
melalukannya melalui proses hukum pidana yang berdasarkan kesepakatan dari pihak 
korban. Apabila dalam proses pelaporannya dicabut, pada jangka waktu tiga bulan 
setelah masa pelaporan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Akan tetapi, 
jika sudah melewati tiga bulan dan pekaporan itu tidak dicabut atau hendak dicabut 
setelah melewati waktu tiga bulan, proses hukum akan dilanjutkan. Kecuali untuk 
kejahatan berzinah (lihat Pasal 284 KUHP), pengaduan itu dapat dicabut kembali, 
selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. 
Respon Masyarakat tentang hubungan antara tradisi Colongan dengan hukum 
Positif yang digunakan Polres Banyuwangi wajar dan tidak ada hal yang negatif. 
Kasusu ini dapat diperjelas dengan keterangan dari seorang responden yaitu.25 
“Selama ini respon dari masyarakat tidak ada permaasalahan karena kami melakukan 
tindakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Malah hubungan antara 
masyarakat dan kami selalu erat dengan banyaknya kerjasama membuat program-
program kesejahteraan masyarakat.”. 
Berdasarkan pertimbangan dari Polres Kota Banyuwangi tentang Tradisi 
Colongan ini, terutama bagi Polres Kota yang merupakan utusan untuk menegakkan 
hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum di kota Banyuwangi. Dalam artian, 
aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari 
saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. 
Setiap aparat keamanan yang bertugas didaerah tersebut mengenai pihak-pihak yang 
bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan 
atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis 
dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. 
Usaha untuk menegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri secara terencana 
seharusnya lebih mempertimbangkan ketiga aspek itu secara bersamaan, hingga 
langkah dalam menegakkan hukum dan keadilan itu dari dalam dapat diwujudkan 
secara nyata. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar 
merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.Artinya, 
persoalan yang kita hadapi bukan saja berkaitan dengan usaha untuk menegakkan 
hukum namun pemulihan dalam hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh sebab itu, 
ada tiga macam kegunaan yang perlu diperhatikan dengan seksama untuk menangani 
 
25Kabid Hukum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi, Wawancara,17 Januari 2017 
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sebuah kejadian yang ada khususnya tradisi Colongan sebagai objek penelitian ini , 
yaitu : 
a. Pembuatan hukum (the legislation of law atau law and rule making); 
b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization 
and promulgation of law,) dan 
c. Penegakan hukum (the enforcement of law).  
 Dalam penerapan ini polisi termaksud model dalam menegakkan hukum secara 
legalistic positivisme. Cara berfikir yang digunakan adalah mengeja undang-undang 
dan patuh prosedur dengan mengabaikan nilai keadilan substantive, dan prakteknya 
menanggalkan bahasa nurani Praktik hukum menjadi praktik yang lebih sibuk 
mengoperasikan skema-skema hukum (rule and logic) dari pada bertanya apakah 
fungsi hukum dalam masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dalam ilmu 
hukum kepolisian yang dikenal dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ada 
anggota kepolisian yang akan melakukan diskresi, Pertama, tindakan memang sangat 
diperlukan dengan landasan asas keperluan (noodzakelijk notwending).26 Kedua, 
Tindakan yang diambil memang menjadi kepentingan tugas kepolisian 
(Zakelijk,sachlich). Ketiga, merupakan tindakan yang paling tepat untuk mencapai 
sasaran yaitu mencegah sesuatu gangguan terjadi, dan terakhir; Keempat hal yang 
digunakan dapat menjadi target tercapainya suatu tujuan (zweckmassig doelmatiq) 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan data diatas dapat diperoleh setelah melakukan penelitian tradisi 
Colongan merupakan masyarakat Suku Using Banyuwangi. Menerapkan tradisi 
Colongan dengan menentukan kepada peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu 
sesuatu yang tidak diinginkan setelah melakukan pernikahan yang tidak ada rasa suka 
antara laki-laki dan perempuan. Dengan berlandaskan ini masyarakat desa Kemiren 
melakukan menerapkan radisi Colongan yang berikutnya dapat berlandaskan macam-
macam ‘urf yang telah dijelaskan pada pemahaman teori sebelumnya dapat dipahami 
beberapa aspek dari tradisi tradisi Colongan, yaitu: aspek pertama, ditinjau dari segi 
obyeknya tradisi tradisi Colongan di desa Kemiren merupakan al-‘urf al-‘amali, yang 
diakibatkan karena adanya sebuah pernikahan merupakan suatu tradisi yang berupa 
 
26Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 362. 
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perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut dipercaya dan dilaksanakan oleh 
masyarakat desa Kemiren. Yang merupakan kebiasaan yang sudah menjadi 
kesepakatan bersama. Aspek kedua, ditinjau dari segi cakupannya tradisi Colongan 
termasuk dalam al-‘urf al-khas, yaitu kebiasaan yang sudah berlangsung pada suatu 
daerah dan masyarakat tertentu. Karena tradisi Colongan tersebut hanya dapat 
dilakukan oleh masyarakat desa Kemiren dan masyarakat suku Using sekitarnya saja. 
Tidak berlaku bagi mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa. 
Aspek ketiga, ditinjau dari segi keabsahannya dalam syara’ tradisi Colongan termasuk 
ke dalam Al-‘urf al-sahih sebab sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak 
bertolak belakang dengan syara’. Meskipun tradisi tersebut hanya didasarkan pada 
pendekatan rasionalitas atau agama, dan tidak hanya didasarkan pada pandangan 
yang bersifat mitologi saja, namun tradisi ini adalah tradisi Pra Pernikahan dan 
bukanlah suatu hal yang merusak unsur Pernikahan. tradisi Colongan ini malah 
mempermudah seseorang dalam melaksanakan sunnah Rasul Saw sesuai dengan 
piihan masing-masing individu. 
Dalam pandangan polisi tentang tradisi Colongan, bahwa tradisi ini memang 
sesuatu hal yang aneh karena membawa anak perempuan pergi dari rumahnya tanpa 
sepengetahuan orang tuanya. Namun hal ini sebenarnya dapat diproses jika memang 
ada laporan tentang tindak pencurian anak. Selanjutnya dapat diproses sesuai 
prosedur yang berlaku. Namun, ini tidak serta merta ditangkap karena kita perlu 
melakukan penyidikan terkait hal ini, apakah ini sesuai tradisi Colongan atau malah 
tidak ada unsur tradisi sama sekali. 
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